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Mayoritas masyarakat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo bermadzhab Syafi’i dan tergolong santri. Menurut Imam Syafi’i,
seorang wali nikah disyaratkan harus adil. Sedangkan di daerah tersebut masih
banyak masyarakat yang menggunakan wali fasik dan kondisi ini bertentangan
dengan konsep Imam Syafi’i. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat memiliki
peran penting, sebab mereka merupakan salah satu panutan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat
terhadap konsep adil dan implementasi konsep adil wali nikah di Kelurahan
Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Adapun jenis penelitian yang
digunakan ialah sosiologis atau empiris, dengan pendekatan kualitatif yakni
menghasilkan data deskriptif. Subyek penelitian berupa tokoh masyarakat di
Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari
penghulu, modin, ustadz, dan guru agama. Metode pengumpulan data berupa
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mayoritas tokoh
masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo,
mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah. Adil
merupakan suatu bentuk kehati-hatian. Syarat adil diartikan dengan tidak fasik,
yakni tidak sering melakukan perbuatan dosa seperti contoh meninggalkan sholat
lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya. Kedua, Dalam
implementasi konsep adil, mayoritas tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berpendapat bahwa untuk menjadi wali
nikah di masyarakat tersebut ialah syarat adil bagi wali tidak diterapkan. Hal ini
disebabkan oleh, jika syarat adil diterapkan sesuai dengan konsep Imam Syafi’i
ialah susah untuk menilai perbuatan atau tingkah laku fasik seseorang yang
berhubungan dengan pribadi tiap individu. Mereka beralasan bahwa ke-Islaman
seorang wali sudah dianggap cukup memenuhi syarat menjadi wali nikah dan
adanya kemaslahatan yang lebih besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali
nikah.



